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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah untuk 4 (empat) materi, yaitu pertama
Pasal 32 ayat (3) mengenai tindakan darurat penyelamatan dan
pelindungan korban, kedua Pasal 34 ayat (2) mengenai bantuan
penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat (3) mengenai peran
serta masyarakat dalam penanganan Konflik, dan keempat Pasal 58
mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan,
pelaporan, dan  pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan
penanganan Konflik.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan
penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional yang
bertujuan untuk:

a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai,
dan sejahtera;
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b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial
kemasyarakatan;

c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;

.memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan

Q@ -~ o o

. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan
prasarana umum.

Secara umum materi muatan ini mencakup beberapa substansi pokok,
antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat
penyelamatan dan pelindungan korban, bantuan penggunaan dan
pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta
masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta monitoring dan
evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan
pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan
Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat
dilaksanakan di lapangan.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Yang dimaksud dengan “penguatan/pengembangan kapasitas
(capacity building)” dilakukan antara lain melalui pelatihan
kewirausahaan.

Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf r

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lain” antara lain
pelopor perdamaian, percepatan pembangunan daerah
tertinggal/terisolir, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelatihan
pendampingan psikososial.
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Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, Polri, TNI, dan Badan SAR
Nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

No0.5658

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” termasuk
juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan

anak.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota
lain” adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu

wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan reproduksi”
antara lain kehamilan, melahirkan, menyusui, dan
menstruasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial khusus” adalah
peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang dihadapi korban seperti kacamata untuk
keperluan kebutuhan pengelihatan, alat dengar untuk
mengatasi kesulitan mendengar, kursi roda untuk
mobilitas korban sehingga korban yang bersangkutan dapat
mengatasi dan mengurangi beban fisik yang dihadapi dalam
keadaan Konflik.

Huruf c

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota
lain” adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu
wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih dalam
kandungan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, Polri, TNI, dan Badan SAR
Nasional.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya sterilisasi tempat yang rawan
Konflik” merupakan sterilisasi wilayah sekitar daerah Konflik
yang dapat terkena imbas/dampak Konflik.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” adalah fasilitas yang
menyangkut kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan
negara yang bersifat strategis.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”
antara lain peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian
Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan
mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan perundang-
undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman, undang-undang
mengenai hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum
pidana, kitab undang-undang hukum perdata, dan kitab undang-
undang hukum acara perdata.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
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Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain adalah Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pasal 38

Penyelamatan harta benda Korban Konflik dimaksudkan agar korban
tidak kehilangan hak dan penguasaan atas harta benda akibat
Konflik.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia,
Undang-Undang mengenai Hukum Disiplin Militer, Undang-
Undang mengenai Peradilan Militer.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “eskalasi konflik semakin
meningkat” dengan kriteria antara lain:

a. jumlah massanya bertambah banyak dan masif;

b. terjadi tindakan anarki berupa pembakaran, penjarahan,
perusakan kantor pemerintah dan obyek vital;
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c. jumlah personel Polri dengan massa yang dihadapi tidak
berimbang;

d.terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh kepolisian
setempat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “risiko makin meluas” antara lain:
a. jumlah korban jiwa bertambah;

b. pada tingkat kabupaten/kota Konflik telah meluas pada
beberapa kecamatan;

c. pada tingkat provinsi Konflik telah meluas pada beberapa
kabupaten/kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan administrasi
pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya” adalah
tidak dapat berjalannya beberapa kantor pemerintahan atau
pemerintah daerah akibat dirusak/dibakar/diduduki massa.

Yang dimaksud dengan “fungsi pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya” adalah sarana
dan prasarana pemerintahan atau pemerintah daerah tidak
dapat difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI diputuskan oleh
bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari komandan
komando resor militer/distrik militer/komandan satuan unsur
TNI setempat, kepala kepolisian resor, dan kepala kejaksaan
negeri.

Dengan mempertimbangkan:

a. jumlah Korban Konflik;

b. tidak terkendalinya massa,;

c. terganggunya sarana dan prasarana vital; dan
d. meluasnya dampak Konflik.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

kata “dapat” diartikan bahwa permintaan secara lisan dapat
dilakukan dengan menggunakan sarana telepon atau
disampaikan langsung kepada Pemerintah pada kondisi pejabat
yang bersangkutan sedang dalam suatu forum dan ketika itu
terjadi Konflik.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)

Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI diputuskan oleh
gubernur setelah mendapat pertimbangan dari panglima
komando daerah militer/komandan satuan unsur TNI setempat,
kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi.

Dengan mempertimbangkan:
a. jumlah Korban Konflik;
b. tidak terkendalinya massa,;
c. terganggunya sarana dan prasarana vital; dan
d. meluasnya dampak Konflik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

kata “dapat” diartikan bahwa permintaan secara lisan dapat
dilakukan dengan menggunakan sarana telepon atau
disampaikan langsung kepada Pemerintah pada kondisi pejabat
yang bersangkutan sedang dalam suatu forum dan ketika itu
terjadi Konflik.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Ayat (1)

Konsultasi dengan pimpinan DPR dapat dilaksanakan oleh
Menteri Pertahanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pemberian restitusi didasarkan atas rekomendasi dari
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berdasarkan
kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hal
pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tidak mampu
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memberikan restitusi, Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan
kompensasi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
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Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui
kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas
masyarakat (capacity building), forum pertemuan, pemberian
pendampingan, serta membuka akses permodalan untuk wirausaha.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan dari
masyarakat” adalah masyarakat sebagai individu dan/atau
masyarakat sebagai badan usaha.
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Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
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Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.


http://www.peraturan.go.id

